SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILTHAN UMUM
HABUPATEN JENEPONTO

PUTUBAN
Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB/27.08/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bawaslu Kabupaten Jeneponto, telah mencatat dalam Buku
Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu,

laporan dari:

MNama : BAENAB, 8.HI; -------socsmmmmmmee e oo eeec --

No.KTP s TRO40447 1276000 ; ——--—smmmmrm s

Alamat : Pamissorang desa Maccini Baji Kec. Batang
Kah. JEneponto; —----—---—ssssssmsmmsmsomemooomacass -

TTL :Pammesorang, 07-12-1976; -=-=—--

Pekerjaan  : Mengurus Rumah Tangga; --——--—---=ss=s===

Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada Harmianto, SH.,
MH, Advokat yang beralamat di Jl. Poros Barobbo, Desa
Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto
berdasarkan surat Kussa khusus tertanggal 08 Mei 2019,
Selanjutnya disebut sebagai PELAPOR;---=-cseesememmeansae -

MELAPORKAN

1. KHAIDIR ADI BSAPUTRA BAIPUL, Pekerjaan Calon
Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, beralamat di jalan
Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto;——--——-srsescacciinnmimnnnnsannnnmnmns

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asriandy Jaya,
S.H., Advokat dan konsultan Hukum beralamat di Desa
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Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR 1j-—---scssmsssmmnmmnn-

2., KOMIBI PEMILIHAN UMUM HKABUPATEN JENEPONTO

(KPU JENEPONTO), yang beralamat di Kelurahan
Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten

Jeneponto. Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR 2;------

Dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019 atas Dugaan
Pelanggaran Administratil Pemilu dan dicatat dalam Buku
Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pernilu
Nomeor : 001/LP/PL/ADM/KAB/27.08/V /2019 tanggal 13
TP | S S P o e o e

Telah membaca Laporan Pelapor;---------- - e
Mendengar Keterangan Pelapor; -
Mendengar Jawaban Terlapor;------ -
Mendengar Keterangan Saksi-Saksij----ssssescresssaanmmmnonanans
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan-------
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. ——======ssssssccaaemmoo_

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut: T e T, WSRO —
1) URAIAN LAPORAN PELAPOR. -—-——----evo- = I

Kewenangan Bawaslu Habupaten Jeneponto; -------------
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, berbunyi ;*Laporan pelanggaran
Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu,
dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu
Provins{  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,

dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraar Pemilu™--

Scanned by CamScanner



. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf
b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, berbunyi :*Temuan dan laporan
pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
454 ayat (7) dan ayat (8] yang merupakan: b
pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawasiu Kabupaten/Keta, Panwaslu
Kecamatan, Panwasly Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-
MASING® dAn ==smsmrmmmeeree e s s e e

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, berbunyi :"Bawasly, Bawashu
Provinsi, Bawasly  Kabupaten/Kota menerima,
memeriksa, mengkajii, dan memutus pelanggaran
administratifl Pemilt -

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2} hurul
d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, berbunyi :"Dalam melakukan
penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 huruf a, Bawash, Kabupaten,/ Kota
bertugas  Bowaslu  Kabupaten/Kota berwenang
memeriksa, mengkafi, dan memutus pelanggaran

e o Y L 0 e (0 T O 0 e - I D S

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan
Umum, berbunyi : “Bawasly, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima,
memeriksa, mengkaji, dan memutus dugean Pelanggaran
Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu
Kabupaten Jeneponto berwenang memeriksa, mengkaji

dan  memutus laporan dugean pelanggaran
administratif pemilu, ------eu- i
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Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing); -----«-==-zx
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, berbunyi: *Laporan pelanggaran
Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu,
dan pemantau Pemilu kepada Bawasly, Bawaslu
Prowins:, Bawasl: Kabupaten/ Kota, Panwasiu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN,
danfatau Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu"; -----==—sremmmmmmmaaccaacae

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1)
Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang
Penyelesainn  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan
Umum, berbunyi: “Pelapor dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang
mempunyai  hak piliky b} Peserta Pemilu; atau ¢
Pemantau Pemilu®; - _—

- Bahwa Pelapor (Saenab, S.Hi) adalah Warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak pilih dibuktikan dengan
KTP Elektronik yang beralamat di Pamissorang, Desa
Maccini Baji, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, sehingga
dengan demildan Pelapor memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk menyampaikan laporan dugaan
pelanggaran  administratil Pemilu ke Bawaslu
Kabupaten Jeneponto, - -

Tenggung Wakin Pengajuan Laporan; ---——-—-=mene s
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (5)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, berbunyi: “Laporan pelanggaran
Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat [4)
disampaikan paling lama 7 ftujuh) hari kerja sejak
diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu®,------- -
. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (5)
Peraturan Bawashi Nomor 8 tahun 2018 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Umum, berbunyi: “Laporan dugaan Pelanggaran

|
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Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM sebagaimana dimaeksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disampaikan paling lama 7 ftufuk) harn kerja
sejak  diketahui  terjodinya  dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif
Pamiluy TSM: —=-=wer-romsammema— e csmssmmme—eeoammmrr oot
Bahwa Pelapor (Saenab, S.Hi) mengetahui terjadinya
dugaan pelanggaran Administratif pemilu yang diduga
dilakukan Terlapor 1 dan Terlapor 2 pada hari Kamis
tanggal 02 Mei 2019 dan selanjutnya dilaporkan ke
Bawaslu Kabupaten Jeneponto pada hari Jumat tanggal
10 Mei 2019, sehingga laporan pelapor tersebut masih
dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan
pelanggaran Administratii Pemilu yang digariskan

ketentuan perundang-undangan pemilu.

Pokok Laporan: - e e i
a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 bertempat
di Jeneponto atau setidak-tidaknya bertempat di
wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Pelapor
mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang Caleg
DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan
Jeneponto 5 (lima) atas nama KHAIDIR ADI BAPUTRA
BAIPUL, Caleg Nomor Urut 6 (enam) dari Partai
Golongan Karya, yang diduga belum cukup berumur 21
{dua puluh sah) tahun; --=-==—me=em————————— e

b. Bahwa Pelapor selanjutnya menggali informasi untuk
memastikan bahwa KHAIDIR ADI BAPUTRA (Terlapor
1) belum berumur 21 {dua puluh satu) tahun pada saat
ditetapkan sebagai DCT, --

c. Bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia
dan harus memenuhi persyaratan telah berumur 21
({dua puluh satu) tahun lebih. {vide Pasal 240 ayat (1)
UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umuam); ----

d. Bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota antara

lain dibuktikan dengan : Kartu Tanda Penduduk (KTF)
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Warga Negara Indonesia, bukti kelulusan pendidilan
terakhir berupa [Otokopi ijazah, STTB, atau surat
keterangan lain yang dilegalisasi, surat keterangan
sehat jasmani dan rohani dan surat ketérangan bebas
dari penyalahgunaan narkotika. (vide Pasal 240 ayat (2)
UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum); ---

e Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kots
adalah Warga Negaru Indonesia dan harus memenuhi
persyaratan telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun
atau lebih terhitung sejak penetapan DCT. (vide Pasal 7
ayat (1) Peraturan KPU Rl Nomor 20 tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota); === -

f. Bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota
DPRD Kabupaten/Kota antara lain dibuktikan dengan
fotokopi KTP Elektronik Warga Negara Indonesia;
fotokopi ljazah/STTB Seckolah Menengah Atas atau
sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama
dengan ljazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang
dilegalisnsi oleh instansl vang berwenang, surat
keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif; surat keterangan catatan kepolisian; daftar
rnwayat hidup bakal calon. (vide Pasal 8 ayat (1)
Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota DFR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota); S ——

g. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten yang telah
ditetapkan sebagai DCT padahal diketahui belum genap
berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka suara caleg
yang bersanghkutan dinyatakan gugur, suara sah yang
diperoleh oleh calon tersebut dinyatakan hangus dan
tidak dapat digunakan, baik oleh calon dari DCT
anggota DPRD Kabupaten yang memperoleh suara
terbanyak berikutnya dari Partai Politik Peserta Pemilu
yang sama di Dapil yang bersangkutan maupun oleh
Partai Politik Peserta Pemilu asal calon yang dinyatakan
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gugur terscbut. (vide Surat Edaran KPU RI Nomor
31/PL.01.4-8D /06/KPU/1/2019); —--eeemnee
h. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagmimana yang disebut di atas, koat
dugaan Terlapor | (satu} telah melakukan tindakan atau
perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi untuk
menjadi bakal calon/calon anggota DPRD Kabupaten
Jeneponto; - -e=
|. Bahwa berdasarkan dokumen vang ada (Bukti P-1 dan
bukti P-2), kuat dugaan bahwa Terlapor I {satu) benar
belum berumur 21 (dua puluh saty) tahun pada saat

ditetapkan sebagai DCT; -———--——-—-- --- " kE
| Bahwa untuk ditetapkan sebagai DCT, bakal calon
Anggota DPRD harus berusia minimal 21 (tahun);—-----

k. Bahwa kuat dugasn Terlapor | (sami) menyetorkan
dokumen-dokumen kelengkapan administratif yang

tdak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

terkait Pemilu; -=---eveeeee- m— i

, l. Bahwa Terlapor I (satu) diduga menyetorkan dokumen
.'_.lj yang diantaranya adalah KTP dan ljazah/STTB yang
KETUR isinya diduga tidak sesusi dengan identitas Terlapor

YENE SEDENAIMYA, m= e

m.Bahwa terdapat perbedaan nama Calon Angpota DPRD
Kabupaten/DCT (Terlapor 1} dengan penulisan nama
pada Sertifikat Hasil ujian Nasional/SHUN SMA
Terlapor 1 (satu) (bukti P-7) dan Kartu Keluarga/KK
Terlapor I (satu) (bukti P-4); - -

n. Bahwa ljazah/STTB dan Sertifikat Hasil Ujian
Masional (BHUN berstatus sebagai diclumen negara
yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah
NKRI; --— - o

0. Bahwa terdapat perbedaan tahun lahir Terlapor | {satu)
yang tercantum dalam ljazah SD (bukti P-1) dan SHUN
SMP (bukti P-2) dengan tahun lahir Terlapor I {satu}
yang tercantum dalam SHUN SMA (bukti F-7) dan KK

Terlapor [ (satu) (P-4); e
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p. Bahwa terdapat kejanggalan atau ketidaksesuainn data
yang tertuang di dalam Kartu Keluarga Terlapor | (satu)
(P-4) dengan fakta yang sehenamya, antara ladn ; s=sse-- -
- Fakta bahwa Terlapor I (satu) adalah anak kedua

dan memiliki kakak perempuan, namun di dalam
KK, Terlapor adalah annk pertama dan kakak
perempuan  Terlapor (Kastina Selviana Saiful)
menjadi anak kedun, =-scessmesmccsmnsneeanaaaa i iag
- NIK kakak Terlapor 1 (satu), Kastina Selvinna Saiful
adalah 7304035112940002. Jika mengacu pada
petunjuk teknis penulisan kode NIK, maka angka
“94" adalah kode angka tahun kelahiran kakak
Terlapor | (satu), yaitu tahun 1994, Namun di dalam
KK (P-4), Kastina Selviana Saiful lahir tanggal 11
Desember 1990, -ecccmsmmmman e s
- Bahwa nama Terlapor (Khaidir Adi Saputra) dalam
KK adalah dasar dalam penerbitan nama Terlapor
dalam KTP Elcktronik. ----=--- —--- -
- Bahwa nama Terlapor [ (satu) dalam KK adalah

Khaidir Adi Saputra, berbeda dengan nama

Terlapor 1 (satu) dalam DCT Anggota DPRD

Kabupaten Jeneponto, yakni Khaidir Adi Saputra
Saipul. S L S i

g. Bahwa KPUD Kabupaten Jeneponto (Terlapor 1I)

menyusun dan menetapkan DCT  Anggota DPRD

Kabupaten Jencponto berdasarkan DCS: ——eemeaeee .

r. Bahwa Terlapor dua melakukan wverifikasi terhadap

kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen

administrasi Terlapor | (satu); -~ ——emmmmaeeee e

s. Bahwa meskipun terdapat perbedaan nama calon pada

DCT dengan ljazah/SHUN Terlapor | (satu) (bukti P-7),

namun terlapor dua tidak melakukan klarifikasi kepada

instansi yang berwenang;

PETITUM
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang teroral di

atas, dengan ini Pelapor memohon dengan hormat agar
Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas
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Pemilihan  Umum  Kabupaten Jeneponto, dalam
memeriksn, mengadili, dan memumus perkam  aguo
berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut: -
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pelapor

e ]

untuk selurhnya; -==-s=-=---- -
Menyutakan Terlapor 1 (sam) dan terlapor dua
terbukti secars sah dan meyakinkan melakukan

tindakan atau perbuatan Pelanggaran Admnistratif
3, Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umtim
Kabupaten Jeneponto (Terlapor 1)  untuk
menggugurkan suara sah yang diperoleh oleh
Terlapor | (satu) dan menyatakan suara sah Terlapor
| {satu) gugur atau hangus dan tidak dapat
digunakan, baik oleh calon dari DCT anggota DPRD
Kabupaten yang memperoleh suara terbanyak
berikutnya dari Partai Golongan Karya di Daerah
Pemilihan Jeneponto 5 (lima) maupun oleh Partai
Golongan Karya di seluruh wilayah Kabupaten

o

Jeneponto. —itin
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto (Terlapor [} untuk
memberikan sanksi adminstratil lainnya kepada
Terlapor | (samu) sesuai dengan ketentuan undang-

undang mengenai Pemilu. -- -

ATAU
Bilamann Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mchon
putusan yang scadil-adilnya.;

2] BUKTI-BUKTI PELAPOR
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya,
Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut

 ama —

1. Bukti P-1 : Fotocopy ljazah SDN No. 27
Bungeng Tertanggal 14 Juni 2010; -—
2. Bukti P-2 : Fotokopi Legalisir Surat Keterangan
Hasil Ujian {SKHU) Sekolah Menengah
Pertama Smp Negeri 1 Binamu
Tertanggal 01 Juni 2013; —~-—----—--- e
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3. Bukti P-3 : Fotokopi Persetujuan Desain Surat
Suara KPUD Jeneponto Daerah
Pemilihan Jeneponto 5 (lima); «-=-x-e---

4, Bulkti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga; ------caezsa--

5, Bukt P-5 : Fotokopi ljazah SDN No. 27 Bungeng
tertanggal 14 Juni 2010; ----

6. Bukti P-6 : Fotokopi ljazah SMPN 1 Binamu
tertanggal 01 Juni 2013; —-———-—--

7. Bukt P-¥ : Fotokopi  sertifikat Hasil ujian
Nasional Sekolah Menengah Atas
tertanggal 07 Mei 2016; ------mmmamenee- "

8. Bulkti P-8 : Print out Aplikasi Pendataan Ujuan

Nasional; ---- =

9. Bukti P-9 : Print out Profil Mahasiswa diunduh
dari laman Panglkalan Data
Pendidikan Tinggi
hittp: / { forl ] ilcti.go.id); s=asca—-

10, Bukti P-10  : Print out Profii Mahasiswa diunduh
dari laman Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi

: i/ http: / /forlap, ristelkdikti. go,id); ~==----
FeTon t 11.Bukti P-11  :Print out Foto Wisuda diunduh dari
laman
webgramb.com /media/ 19327686776
ST e -
12, Bukti P-12 : Potokopi Buku Induk Mahasiswa
atas nama KHAIDIR ADI SAPUTRA
dariUniversitas Indonesia Timur; ------
13. Bukti P-13  : Print out Profil Mahasiswa diunduh
dari laman  Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi
http:/ /forlap. ristekdikti.go.id); —===ssea=
Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor
tersebut telah bermaterai secukupnya, Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-13 dalam persidangan tidak
dapat diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya,
kecuali bukti P- 2 telah dicocokkan dengan aslinya.-—-

10
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3) KETERANGAN BAKBI PELAPOR - - reeeeeen

Bahwa selnin mengnjukan alat bukti surat/tulisan,
pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Baso
Mante, Dra. H. Mah. Jalil Fattah, MM dan BSahrul
Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut - e
a. Heterangan Baks] atas nama BABO MANTE
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan
keluarga /pekerjaan dengan pelapor, terlapor 1 dan

terlapor 2;

- Bahwa saksi bekerja di SMP 1 Binamu sejak tahun
201 1;-eemna - g —

- Bahwa jabatan saksi di SMP 1 Binamu yaitu guru
pendidikan olahraga;---s=sesessecaeae. -

- Bahwa sepengetahuan saksi terlapor 1 Khaidir Adi
Saputra mendaftar di SMP 1 Binamu pada tahun
2010 dan lulus tahun 2013;-——-—aaaeeee ---

- Bahwa syarat untuk mendaftar di SMP Binamu
yaitu, ljazah, SKHU, dan akte kelahiran: --———--

- Bahwa benar pelapor pernah datang ke SMP 1
Binamu untuk meminta/ mempertanyakan
dolumen milik terlapor; ———

- Bahwa pada saat itu pelapor datang ke SMP 1
Binamu pada bulan April 2019 dan pelapor tidak
melampirkan surat pada saat meminta data di SMP
1 Binam;

- Bahwa saksi permah bertanya kepada KTU SMP 1
Binamu, mohon cari berkasnya Khaidir Adi
Saputra saat pelapor datang ke sekolah; -------=

- Bahwa pada saat itu saksi memberikan dokumen
kepada pelapor berupa foto copy ljazah dan SKHU
terlapor 1, saksi tidak memberikan [jazah atas
nama Khaidir adi saputra; --=-—---=--

- Bahwa benar SKHU SMP Atas nama Terlapor 1
yang diperlihatkan kepada saksi di keluarkan oleh
SMP 1 Binamu; it
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- Bahwa SKHU tersebut dikeluarkan oleh SMP 1

Binamu namun  SKHU tersebut  bersifat
sementara; sy

- Bahwa BKHU sementara tersebut di gunakan
untuk mendaftar di jenjang pendidikan selanjutnya
dan data SKHU harus sama dengan data ljazah
Asli serta SKHU tersebut hanya berlaku sampai
terbitnya SKHU Asli; -—-vmmememe e -

- Bahwa SKHU sementara tersebut sepegetahuan
saksi tidak lagi berlaku ketika sudah terbit SKHU
aslinya; - e ——— --

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti
tanggal, bulan , dan tahun kelahiran terlapor 1.
Saksi hanya mengetahui Terlapor 1 adalah alumni
SMP 1 Binamu tahun 2010;

Heterangan Saksl atas nama Drs. H. Muh., Jalil

Fattah, MM

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan

keluarga/pekerjaan dengan pelapor, terlapor 1 dan

terlapor 2;-- S s

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pelaksang

Tugas (PLT) pada SMP 1 Binamu kurang lebih

enam bulan pada tahun 2013;

o T 58 5 e e

Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai PLT
kepala sekolah SMP 1 Binamu menandatangani
beberapa ijazah atau SKHU untuk alumni SMP 1
Binamu pada tahun 2013, -
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi pernah
didatangi oleh orang yang bernama Syahrir untuk
meminta perbaikan tempat lahir terlapor 1:---—--- --
- Bahwa benar pada tahun 2018  saksi
menandatangani perbaikan jjazah SMP Terlapor 1
untuk disesuaikan dengan jazah SD dan Jjazah
Terlapor 1 yaitu tempat lahir terlapor 1j-e-mcmmmmeaaee
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperbaikdi
hanya tempat lahir terlapor 1 yaitu pada ijazah SD
dan SMA terlapor 1 adalah Bungeng sementara di
ljazah SMP tempat lahir yaitu Jeneponto; -=--e-m---
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- Bahwa tanggal lahir dan tahun lahir pada ijazah
SMP terlapor 1 tidak dilakukan perbaikan, vang
diperbaiki hanya tempat lahir terlapor 1; ——eeeeeeae

- Bahwa sepengetahuan saksi perbaikan ijazah SMP
dimungkinkan dilakukan perbaikan jika terdapat
kesalahan penulisan dan blanko ijazah pada tahun
yang sama masih tersedia;-- - -

€. Heterangan Saksi atas nama SAHRUL RAMADHAN
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan

keluarga/pekerjaan dengan pelapor, terlapor 1 dan
terlapor 2; -

A m——

- Bahwa saksi adalah alumni SMA 1 Jeneponto pada
tahun 2006;——memm e

- Bahwa saksi mengenal dengan Terlapor 1 an.

KHAIDIR ADI SAPUTRA, —-—eeeeeee

- Bahwa Saksi satu angkatan dengan Terlapor 1
(satu) pada SMA 1 Jeneponto. -

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tanggal, Bulan dan

Tahun kelahiran Terlapor 1 (aatu); -—-—----- Semmmmaan

- Bahwa Saksi mengetahui kalau terlapor 1 (satu)

adalah satu angkatan pada SMA 1 Jeneponto

karena Saksi berhadapan kelas dengan Terlapor 1

(satu) pada saat sekolah di SMA 1 Jeneponto; -

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat, tanggal,

dan tahun lahir dengan terlapor 1: ——eesceeeoeee.

4) URAIAN JAWABAN TERLAPOR -

Bahwa dalam laporan Pelapor, yang menjadi Terlapor

adalah : - - e

————

1. Terlapor I (satu) adalah KHAIDIR ADI SAPUTRA
menyampaikan jawaban atas laporan Saenab, S.Hi
sebagai berikut: ma- = e

a. Bahwa pada laporan pelapor pada poin Satu Itu
Tidak Benar, karena semua dokumen sesuai
dengan identitas Terlapor 1 [satu) vang menyatakan
bahwa pada waktu itu Terlapor sudah berumur 22

13
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b. Tidak Benar, karena pada saat ditetapkan sebagai
DCT (Daftar Calon Tetap) tanggal 20 september
2018 Terlapor | (satu) usianya genap berumur 22
tahun sesuai dengan bukti dokumen identitas yang

dimiliki S&Perti: cmemmemmr e -
SIM A HKelahiran tanggal 24 3September
1995.penerbitan SIM A Tabun 2013; ---------

- KTP EL,Kelahiran tanggal 24 September 1995
penierbitan 20165 -----cseremmrenmmm e

- PASPORT, Kelahiran tanggal 24 September 1995
Penerbitan 2017; e

- Akte Kelahiran Kelahiran Tanggal 24 September
1995; - - e
NIK KTP el. yang tertera di dalam KTP saya
T304033409950002 disitu menandakan bahwa
saya lahir pada tanggal 24 -09-1995 yang
beralamat di Jl.Pahlawan Kel. Empoang Selatan
Keec.Binamu Kab, Jeneponto; —-—

c. Bahwa pada saal pendaftaran yang bersangkutan
mengilcuti tatacara, Prosedur atau mekanisme yang
berkaitan dengan kelengkapan administrasi untuk
menjadi  bakal Calon anggota DPRD  Kab.
Jeneponto. it B

d. Bahwa Semua Dokumen yang disetor seperti, KTP,
liazah, 5TTB, dan persyaratan lainnya sudah sesuai
dengan yang di persyaratkan dalam UUD Pemiluy, ---

e. Bahwa Kelengkapan administrasi sejak di tetaplkan
masuk DCT itu sudah sesuai dengan persyaratan
umur yang bersangitutan dimana telah genap 22
tahun. ---- mea-

{. Bahwa Sebelum Terlapor | (satu) di tetapkan masuk
sebagai DCT peserta pemilu maka Kelenghapan
administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD
Kab. Jeneponto sudah di serahkan ke KPU sebagai
Persyaratan menjadi Calon Anggota DPRD
Kab.Jeneponto seperti; —-——-es-ssesssmmnmmmmmrosossncmnn
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Fe Ktp Elektronik sebagai wargsa negara
indoneain yang telah di legalinir oleh Dinas
inatanal yang BErwenangy - ---ssssssmmreerme—ee

«  Fc ljpzah/STTB Bekolah Menengah atas atau
sedernjat yang telnh di legalisir oleh Dinas
instansi yang berwenang,; ---------smssemse-sesmsaees

-  Surat Keterangan schat jasmani dan rohani
serta heban dari penyalahgunaan narkotika,
puikotrapika, dan zat adiktif; -—-
Surat keterangan catatan kepolisian; -=---------- -

- Daftar riwayat hidup bakal calon; ---=--ssescoems
- Burat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
dari pengadilan Kab.Jeneponto; ——---——-s=-emeeeeeee

-  Kartu Keluarga yang telah di sahkan dari dinas
Catatan sipil; —--sessecsmanmare ---

g Tldak Benar, karena sebelum Terlapor [ (satu) di
tetapkan Masuk sebagai Daftar Calon Tetap (DCT)
Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto dia sudah
berumur 22 tahun, yang mana padsa saat itu
penetapan DCT Calon anggota DPRD Kab.Jeneponto
tanggal 20 September 2018, ———r--mrememsmmnmeaaeeees
h. Tidak Benar, karena Terlapor | (satu) telah
mengikuti semua tatacara, prosedur, dan/atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
untuk menjadi bakal calon Anggota DFRD Kab.

Jeneponto sesual yang di persyaratkan oleh UUD
Pemilu. e

i. Tidak Benar, karena pada saat di tetapkan sebagai
DCT, terlapor 1 (satu) sudah berumur 22 tahun
seauai dengan ijazah SD,8MP dan SMA yang dimiliki
Dolumen aslinya dan telah di legalisir masing-
masing kepala sekolah, - men =

j. Bahwa Umur terlapor | (satu) sebelum ditetapkan
masuk DCT bakal calon anggota DPRD Kab.
Jeneponto sudah genap 22 tahun, —-----ssssssmsmne=-

k. Tidak Benar, karena semua kelengkapan dokumen
administrasi yang di persyaratkan oleh KPU sudah
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sesual dengan peraturan Per Undang-Undangan
Pemilu. -—srmm e e e e -
l. Tidak Benar, karena Dokumen KTP eldan
ijazah /STTH itu sudah sesuai dengan identitas saya

YANE SEDENAMYA, «-em e o

m. Tidak Bemar, karena nama Terlapor | (satu] yang
tertera di [jazah sudah sesuai dengan nama yang
tertera di 3KHUN, -- - -

n, Tidak Benar, karena tahun lahir terlapor [ (satu) di
fjazah 3D,8MP dan SMA serta SKHUN semua sama
dan tidak ada perbedaan baik tanggal bulan dan
tahun kelahiran. —--sseeeeeeecaeemeea. -

o. Tidak benar, Karena; --- - -

- Terlapor 1 (satu) adalah anak pertama dari tiga
bersaudara yang mengacu kepada Dokumen
Akte Kelahiran dan dokumen kartu keluarga dan
fjazah adiknya. ——--==-ee-

- Tidak Benar, karena adapun NIK KTP vang
tertera di KK atas nama Kastina BSelviana
Saipul, i mumi keaalahan dalam
pengimputan, dengan Nomor NIK
7304035112940002 namun tahun kelahiran
yang scbenarnya pada tanggal 11 Desember
1996 yang mengacu kepada Akte Kelahiran dan
ljazah adik dari Terlapor | (satu) yang bernama
Hastina S8elviana Saipul, - ..

- Tidak Benar, karena apa yang tertuang di dalam
Kartu keluarga dan KTP elektronik telah sesuai
dengan namanya yaitu KHAIDIR ADI SAPUTRA
SAIPUL. -

- Tidak Benar, karena di dalan kartu keluarga
dan KTP sudah sesuai dalam DCT sebagai Calon
Anggota DPRD Kab. Jeneponto. -

2. Terlapor II (dua) adalah Ketua dan Anggota KPU Hab.

Jeneponte menyampaikan jawaban atas laporan

pelapor sebagal berikut: mmen ——e

a. Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Jeneponto
memastkkan berkas pengajuan Pencalonan bakal
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Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten jeneponto tertanggal 17 Juli
2018 bertempat di Aula KPU Kab. Jeneponto, -—-----
b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas
pencalonan dan syarat calon, tim verifikator dalam
melakukan verifikasi dokumen tidak menemukan
adanya dokumen calon yang tidak memenuhi

syarat. - R Bt A a0
¢. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan
penelusuran  yeng dilakukan tim  wverifikator
terhadap dokumen pencalonan dan syarat calon
DPRD yang diajukon oleh DPD Partai Golkar
Kabupaten Jeneponto tidak ditemukan adanya
calon yang melanggar ketentuan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal
240 ayat (1) huruf (a) berbunyi telah berumur 21
[dua puluh satu) tahun atau lebih, —-—c-m—emeemaaae .

d. Bahwa Keputusan KPU Rl Nemor : 961 /PL.O1.4-
Kpt/06/KPU/VI[/2018 tentang Petunjuk teknis
Perbaikan, Penyusunan dan Penctapan Daftar Calon
Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daltar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota
halaman 10 point €. ==—=——crememmnme e oo

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini,
Terlapor meminta kepada Majelis untul ——---c—c-vaeee

l. Menolak  Permohonan  pemohon untuk
seluruhnys; ==--- -

2. Apabila Bawaslu  Kabupaten Jeneponto
berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bona. - -

5] BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -—-- i s i
a. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
terlapor 1 (satu) mengajukan bukti surat/tulisan yang

diberi tanda bukti T.1-1 s/d T.1-16 sebagai berikut: ---—

17
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1) BuktiT.1-1 :ljazah asli dan Fc. [jazah SD yang
telah dilegalisir Tahun Pelajaran
13427 b 11} |1 S ————
2) BuktiT.1-2 :ljazah asli /SKHUN dan Fc. ijazah
SMP yang telah dilegalisir tahun
pelajaran 2012/2013; ~-—----e-mm-
3) BuktiT.1-3 :ljazah Asli /| SKHUN Dan Fe.
ljazah Sma yang telah di Legalisir
tahun pelajaran 2015/2016; --—----
4} Bukti T.1-4 : KK Asli Dan Fc.KK Perubahan; ----
50 BuktiT.1-5 :Fc akte kelahiran dan KTP asli
dan Fc. sesuai dengan ljazah

&) Bukti T.1-6 :Fc. Akta kelshiran atas nama
Kastina Selviana Saipul Dan Fc

7l Bukti T.1-7 :Fc surat keterangan catatan
kepolisian (SKCK) yang sudah di
sahkan; —- —-

8) BuktiT.1-8 :Fesurat keterangan tidak Pernah
sebagai terpidana dari Pengadilan
Negeri Jeneponto yang sudah di

sahkan; - men e
9) BuktiT.1-9 :Fec.Surat keterangan dokter yvang
sudah di sahkan; S ——

10) BuktiT.1.10 : Fe. dan asli Sim Aj--———cmeeeeeee

11) BuktT.1.11 :Fc. dan asli surat niksh orang
tua;----- -~

12) Bukti T.1.12 :Fc. dan asli passport;--—-------— s

13) BuktiT.1.13 :Fe. surat keterangan sudah
terdaftar sebagai pemilih (DPT);---

14) Bukti T.1.14 :Fe. setoran awal BPIH e eeaees

Bahwa  bukti-bukti tersebut telah  bermaterai
seculupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai dengan aslinya, schingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;--—---es-
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b. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
terlapor 1l [Dua) mengajukan bukti surat/tulisan yang
diberi tanda bukti T.2-1 s/d T.2-7 sebagai berikut: ----

2

3)

4]
5

&)

7

Bukt T.2-1

Bukti T.2-2

Bukti T.2-3

Bukti T.2-4
Bukti T.2-5

Bukti T.2-6

Bukti T.2-7

: Registrasi Pendataan Partai
Politiky -==neremmmm e s oo ee -
: Model TT. Pada DPRD Kabupaten,
Penerimann dan Penelitian
Kelenghapan dan  keabsahan
dokumen pengajuan bakal calon;--
: Instrument verifikasi kelenghkapan
dan keabsahan dokumen Bakal

: Berkas-berkas Calon; -—-s-caaeeeee s
: Burat Keputusan KPU RI Nomor :
961 /PL.01.4-
Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang
Petunjuk Teknis Perbaikan dan
Penyusunan dan Penetpan Daftar
Calon; ----- -

: Surat Edaran KPU RI Nomor :
650/PL.01.4.5D/06/KPU/VII /20
18 tentang mekanisme pengajuan
Bakal calon Anggota DPRD Prov.
Dan DPRD Kabupaten/Kota; ----—

:Surat BEdaran KPU Rl Nomor :
1275/PL.01.4.8D/06/KPU /X /201
8 tentang Tahapan Pasca
Penctapan Daftar Calon Tetap
[DCT); -=-=-= -

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya
dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang
sah menurut hukum;
HETERANGAN LEMBAGA TERKAIT -

Bahwa adapun keterangan Pihak Terkait pada intinya

menerangkan sebagai berikut :
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1. Keterangan Drs. Nasaruddin (Wakasek Kurikulum
BMP 1 Binamu).------ --- “ee
. Bahwa yang bersangkutan mengenal terlapor 1;----
- Bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai
hubungan keluarga/pekerjean dengan pelapor,
terlapor 1 dan terlapor 2;---—=—=—r=me——eesamamam e
.  Bahwa vang bersangkutan mengerti dimintai

keterangan sehubungan dugaan pelanggaran
administratil pemilu yvang diduga dilakukan oleh
terlapor 1 dan terlapor 2; -
- Bahwa yang bersangkutan menjabat sebagai walil
kepala sckolah sejak 2008 sampai sekarang;------- -
- Bahwa adapun tugas dar wakasek kurilkalum
antara lain memeriksa dan memberikan paraf pada
surat keluar sebelum ditanda tangani oleh kepala
sekolah; :
Bahwa benar terlapor 1 adalah alumni dari SMP 1
Binamu tahun 2013; e i
Bahwa benar pada tahun 2018 ada seseorang yang
membawa fjazah SMP terlapor 1 untuk dilakukan
perbaikan tempat lahir menyesuaikan ijazah SD
dan SMA; =« s -
- Bahwa benar jjazah SMP dan SKHU SMP vang
diperiihatkan kepada yang bersanglkutan adalah
ijazah yang diterbitkan SMP 1 Binamu yang
ditanda tangani oleh Pit. kepala sekolah bernama
Drs. Muhammad Jalil Fatta, MM; - —
- Bahwa yang bersangkutan menjclaskan perbaikan
atau perubahan ijazah itu dimungkinkan ketika
terjadi kesalahan penulisan biodata dan yang
menjadi rujukan adalah ijazah sebelumnyaj---—-----
-  Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika terjadi
perubahan ijazah maka yang harus bertanda
tangan adalah kepala sekolah yang menjabat
sesuai tmhun terbitnya ijazah sekalipun tdak
menjabat sebagni kepala sekolah; e 2
-  Bahwa vang bersangkutan menjelaskan SKHU
yang diterbitkan oleh SMP Negeri | Binamu [Buki
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P-2] yang diperlihatkan merupakan dokumen
sementara yang masa berlakunya paling lama 2
bulan sejak dikeluarkan;---—----—----ecomeeaeaaa -
-  Bahwa SKHU yang diterbitkan sementara secara

langsung tidak berlaku pada saat terbitnya SKHU
Nasional (Bukti T.1-2); —

e Aaia o L P TN —

2. Keterangan Drs. Maliliang (Kepala Sekolah SMA 1
Jeneponta), --——----ramua-

T Y o o

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terlapor I dan
Terlapor II;- -

Bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai

hubungan keluarga/pekerjaan dengan pelapor,
terlapor 1 dan terlapor 2;-——-sscee e

Bahwa yang bersangkutan mengerti dimintai

keterangan  sehubungan  dugaan pelanggaran

administratifl pemilu yang diduga dilakukan oleh
tﬂl’lﬂpﬂ-r 1 dan t.ﬂrlﬂ_pﬂ-r L S

- =

Bahwa yang bersangkutan pernah  dimintaj
keterangan di Bawaslu Jeneponto terkait dugaan
pemalsuan dokumen pencalonan anggota DPRD); ----
- Bahwa yang bersangkutan adalah PNS dengan
jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jeneponto
sejak tahun 2018 sampai sekarang;

[ 7 =3
-----------

Bahwa cara mengetahui alumni siswa sekolah SMA
1 Binamu yaitu dapat dilihat pada bulku indulk
siswa dan pada buku induk itu tercatat identitas
alumni mulai dari nama orangtua, alamat, tempat
tgl lahir; ===eeeeeee o -
- Bahwa saksi mengetahui kalau Khaidir Adi Saputra

tamat 2016 dari verifikasi data Dapodik yang

dimiliki oleh SMA 1 Binamu Jeneponto; -—-----—---===sa=
- Bahwa buku induk siswa SMA 1 Binamu tidak
dapat dibawa dan tidak dapat diperiihatkan oleh
karena buku induk elumni siswa SMA 1 Binamu
pemah terkena musibah banjir dan dokumen-
dokumen alumni siswa tidak ada lagi disekolah;-----

=
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- Bahwa benar ijazah yang diperlihatkan (bukti P-7,
T.1.3) adalah asli milik terlapor | yang diterbitkan
oleh Dinas Pendidikan Provinsi; ==-sseeecesscccecacaae-

- Bahwa untuk mengesahkan foto copy ijazah dan
SKHU SMA harus di perlihatkan aslinya dan khusus
untuk menerbitkan SKHU itu punya tenggang
waktu di Provinsi; seeeseeme sl

- Bahwa terlapor | tidak pernah mengajukan
perbaikan fjazah atau SKHU pada SMA 1 Binamu
Jeneponte karena data-datanya sudah sesusi

- Bahwa untuk mengecek keaslian jazah SMA dan
SKHU SMA ima harus ke Diknas provinsi pada
pendidikan bagian lkurikulum dan cara mengecek
apakah jjazah dan SKHU it asli melalui barkot
pada ijazah dan SKHU tersebut, yang di masukkan
di aplikasi akan muncul nama tersebut sesuai data-

data yang tercantum pada jjazah dan SKHU
tersebiul; -

- Bahwa persyaratan untuk menjadi siswa baru pada
sekolah yaitu harus ada SKHU dan ada kelengkapan
berkas yang dimasukkan oleh siswa dan yang paling
utama adalah jjazah dan SKHU; ~=eeeeeooeeee .

- Bahwa manfaat dari permintaan kembali ijjazah
pada saat pendatasn peserta ujian adalah untuk
mencocokkan kembali data siswa, jangan sampai
ada kekeliruan dalam pengimputan dan manfaat
dari verifikasi data siswa kalau ada yg kekeliruan
maka akan dilakukan perbaikan yang mana data
FANE BENAE, e e e

- Bahwa juknis penulisan ijazah dari pusat, nomor
induk nasional pada ijazah dari pusat dan nomor
induk pada jjazah SMA di ambil dari ijjazah SMP; ----

3. Heterangan Kepala Dinas HKependudukan dan

Catatan Bipil Kab. Jeneponto atas nama ASPA MUJI,

B.BTP,, BLBI oeecssemmem e

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terlapor 1 dan

kenal dengan Terlapor 2; e
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Bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai
hubungan keluarga/pekerjaan dengan pelapor,
terlapor 1 dan terlapor 2;----s-=r--=smcsssmmrmmso—ssmnmm—es
. Bahwa vyang bersangkutan mengerti dimintai
keterangan schubungan dugaan pelanggaran
administratif pemilu yang diduga dilakukan cleh

terlapor 1 dan terlapor 2; -

- Bahwa yang bersangkutan pernah dimintai
keterangan di Bawaslu Jeneponto terkait dugaan
pemalsuan dokumen pencalonan anggota DPRD; ----

- Bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai PNS dan
schagai PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Bipil Kab. Jeneponto sejak tahun 2018
sampai sekarang; ------ e

- Bahwa tugas saya sebagai kepala Dinas Dukcapil
adalah bertanggungjawab terhadap administrasi
kependudukan pendaftaran kependudukan serta
penjabaran  sipil  pendaftaran  kependudukan
termasuk pindah datang dan pindah keluar,
penerbitan kartu keluarga, penerbitan catatan sipil;-

: / - Bahwa akte lahir, Kartu keluarga, dan KTP (bukt P-
KeTuR 4, T.14, T, 1, 5, T.1.6, T.1.12, yang menerbitkan
adalah dinas Dukcapil Kab. Jeneponto; —-——eeeae-e—- #

- Bahwa Kartu Keluarga (bukti P-4 dan T.1.4) tersebut
adalah dokumen yang keluarkan dari kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab, Jeneponto
melihat dari tanggal pencetakan yang tertera pada
kiri bawah Kartu Keluarga; =s—eeeecccmemmeaa

+ Bahwa dokumen kependudukan yang paling
mempunyai nilai adalah kartu keluarga, karena
Kartu Keluarga adalah basis data terbit Kartu Tanda
Penduduk atau Akta Kelahiran: ——------c—-ceeveer -

- Bahwa NIK itu di pakai tunggal artinya sata NIK
hanys digunakan oleh satu orang, dan NIK teracbut
hanya satu kali terbit; --- Prrmeessessa s -
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4. Keterangan Dinas Pendidikan Provinsl Sulawesl
Balatan, --------- bk 3
Bahwn Dinns Pendidikon Provinsi Sulawesi Selatan
memberikan keterangan secarn tertulis dengan Nomor
Surat : 004.5/5682.P.SMA/DISDIK perihal Klarifikasi
Keaslian ljazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional
tertanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menjelaskan
bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kab. Jeneponto
Nomor : 241/K/8N.07/HK.08/5/2019 tanggal 15 Mei
2019 perihal Permintaan Klarifikasi Keaslian lijazah dan
Sertifikat Hasil Ujian Nasional an, KHAIDIR ADI
SAPUTRA. Menyatakan “sehubungan dengan hal
tersebut  disampaikan bahwa, setelah dilakukan
pemenksaan dan penelitian berdasarkan Daftar Peserta
Upan Nasional SMA Negeri 1 Binamu Kabupaten
Jeneponto Tahun Pelajaran 2015/2016, maka kami
menyatakan bahwa pemilik ifazah Nomor : DN-19 Ma/13
0002988 tanggal 7 Mei 2016, dan Sertifikat Hasil Ujian

Nasional Nomor : DN-19 M 0003450 Tanggal 7 Mei 2016
adalah Benar” (bukt P-7, dan bukti T 1.3}, ==

7) KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

L e e i e e e s e e

Bahwa kesimpulan Pelapor adalah tetap sama dengan
Pokok-pokok laporan yang disampaikan oleh Pelapor;---

Bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang disjukan di
depan persidangan, maka diperoleh fakta-faltg sebagai
berikut: --- e i i e :
1. Bahwa untuk membuktikan Terlapor I belum
berumur 21 (dua puluh saty) tahun ketika
ditetapkan sebagai DCT pada tanggal 20 September
2018, Pelapor melampirkan Bukt bukti surat,
antara lain; =mn -
a. Fotokopi legalisir ljazah SD (bukt P-1); --—n--- .-
b. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Hasil Ujian
(SKHU) SMP {bukti P-2); - i i i
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c. Hasil Cetak Dokumen Elektronik Aplikasl

Pendatann Ujian Nasional BMP/MTs (bukti P-

| [ R———— s i R
d. Fotokopi legalisir Bulu Induk Mahasiswa
Universitas Indonesia Timur (bulkti P-11);-------
2. Bahwa bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud
dalam angka satu di atas mencrangkan yang pada
pokoknya adalah Terlapor 1 {satu) bernama Khaldir
Adi Baputra, BUKAN Khaidir Adl Baputra Salpul
sebagaimana vang tercantum dalam Daftar Calon
Tetap (DCT) Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten
Jeneponto atau sebagaimana yang tercantum dalam
Persefujuan Desain Surat Suara KPUD Jeneponto
Dapil Jeneponto lima (Bukt P-3); —mm -
3. Bahwa bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud
dalam angka satu di atas menerangkan yang pada
pokoknya adalah Terlapor | (satu), Khaidir Adi
Saputra lahir di Jemeponto, 24 September 1999,
Sehingga ketika ditetapkan sebagai DCT pada tanggal

20 September 2018, Terlapor I (satu) baru berusia 19
(sembilan belas) tahung =

4. Bahwa untuk membantah bukti P-1 Pelapor, Terlapor
I (satu) mengajukan bukti ljazah SD yang diberi kode
b g T3 R — T —
5. Bahwa terdapat kejanggalan pada bukti ljazah SD
Terlapor 1 (satu) (bukti T 1-1). Selain it, terdapat
pula perbedaan-perbedaan yang signifikan antara
bukti ljazah SD Terlapor I (satu) (bukti T 1-1) dengan
lijazah SD (bukti P-1) yang diajukan oleh Pelapor,

}'ﬂjml Fe, e e e e o o o 2 S I O PO L L S B2 S i
a. Terdapat perbedaan tulisan tangan dalam
pengisian blangko Ijazah; ----—--==semeame-

b. Terdapat perbedaan nama Peserta Didik; ----—-—--

c. Terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir
Peserta Didik; -- -

d. Terdapat perbedasn nama orangtua FPeseria

Didik; - e nemmmmmmmeoessm—————asaaem—
¢. Terdapat perbedaan nomor induk Peserta Didike; --
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f. Terdapat perbedaan nomor peserta Peserta Didik;-
g- Terdapal perbedaan Nomeor Senl ljazah; ---=--acaaea-

T1-1/P-5

6. Bahwa terdapat kejanggalan pada Nomor Peserta
ljazah SD (bukti T 1-1) Terlaper | (satu). Nomor
Peserta agque yaitu; 3-13-19-08-069-3 adalah tidak
scsual dengan Pedoman Pengisian Blangko Ijazah
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun

Pelajaran 2010/2011 Kementerian Pendidikan
Naslonal; ~--occ oo ey

LR T,

7. Bahwa Pengisian nomor peserta terdiri atas 14
lempat belas) digit yaitu; 1 {satu) digit berisi informasi
jenjang pendidikan, 2 (dua)} digit berisi informasi
tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2
(dua) digit berisi informasi kode Kabupaten/Kota, 3
(tiga) digit berisi informasi kode Sekolah, 3 (tiga) digit
berisi informasi kode Urut Peserta, dan 1 (satu) digit
berisi informasi wvalidasi (sesuai dengan nomor
peserta yang tertera di SKHUN; -—
Contoh! - ———
1-11-01-05-283-0B5-4 — BD ~---—memmmcceeer
2-11-01-04=-294-193 -6 — SMP cccceeeere .
3-11-02-21-428-215-2 — SMA —~—mmememeee
4=-11-02~21-428-215-2 — SMK --—cooermee-

8. bahwa jika berdasarkan Petunjuk khusus dalam
Pedoman Pengisian Blangko ljazah aguo, maka
Nomor Peserta yang terdapat pada ljazah SD (bukti T
1-1) Terlapor 1 (satu] seharusnya 1-10-19-08-065-
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006-3, scbagaimana yang tercantum dalam Ijazah SD
(bukti P-1) yang diajukan oleh Pelapor; —=--eeeeeeeeeeeee

[Bukh P4)

P gy T
L T .H'I‘E!L‘,ﬁ*ﬂ._
IR

e Wby
o o]

S It i

9. Bahwa Nomor Seri l[jazah SD (bukti T1-1) Terlapor |
(satu), No. DN-19 Dd 0118013 berbeda dengan
Nomor Seri ljazah yang terdapat pada Dokumen
Elektronlk Aplikasi Pendataan Ujian Nasional
{bukti P-8) dan ljazah SD (bukti P-1), yaitu No. DN-19
Dd 0119320; -----rermnen e

10. Bahwa untuk membantah bukti P-2 Pelapor, Terlapor
I [satu] mengajukan Bukti ljazah SMP dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP (bukti T1 =2); ==

Biukdl T1.2

11.Bahwa Ijazah SMP (bukti T1-2) tersebut BUKAN
ljazah SMP yang asli milik Terlapor 1 (satu), namun
ljazah SMP (bukti T1-2) merupakan ljazah pengganti
yang dibuat dan ditandatangeni pada tahun 2018,
sedangkan ljazah asli Terlapor | (satu) diterbitkan
dan ditandatangani pada tahun 2013;
12. Bahwa Saksi Drs. H. Muh. Jalll Fattah, MM dalam
keterangannya di depan persidangan menyampaikan

yang pada pokoknya bahwa ; =-s=e====smmmreemeensenanas
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a, Pada tahun 2013 Saksi menjabat Plt Kepala
Sekolah SMP Negeri | Binamu selama kurang
lebih 6 bulan; ------- - et T

b. Baksi tidak lagi bekerja di SMP Negeri 1 Binamu; -

c. Pada tshun 2018 BSaksi pernah didatangi
rumahnya oleh orang suruhan Terlapor 1 (satu)
untuk menandatangani Blangko ljazah SMP
{bukti T1-2); e e e

d. Saksi menandatangani Blangko ljazah SMP (bukti
T1-2) sebagai pengganti ljazah asli yang terdapat
kesalahan penulisan tempat lahir Terlapor |
(satu), yang mana Tempat lahir pada [jazah asii
adalah "Jeneponto®, sedangkan pada ljazah SMP
(bukti T1-2) diganti menjadi “Bungeng®, ~-———----

e. Penggantian ljazah asli dikarenakan ingin
disesuaikan dengan tempat lahir pada ljazah SMA
{bukti T1-3) Terlapor [ (satu); —-----

f. Saksi tidak ingat tahun kelahiran di [jazah SMP
asli maupun di ljazah SMP {bulti T1 -2} pengganti;

g Pada tahun 2018 Saksi menandatangani ljazah
SMP (bukti T1-2) di rumahnya, meskipun ketika

itu tidak lagi menjabat sebagai Plt Kepala Sekolah
SMP Negeri 1 Binamuy ————e-—eeeee ..

h. Selain Blangko ljazah SMP (bukti T1-2), Saksi
Juga menandatangani Surat Keterangan Hasil
Ujian Nasional SMP/SKHUN (buleti T1-2); <=menee

l. Saksi tahu yang dilakukannya tidak sesuai
dengan prosedur; --- —-- — e

13. Bahwa Terlapor | (satu) mengakui ljazah SMP (bulkti

T1-2) adalah ljazah Pengganti karena terdapat

kesalahan penulisan tempat lahir: --

14. Bahwa Terlapor | (satu) mengakui Surat Keterangan
Hasil Ujian Nasional/SKHUN (bukti T1-2) adalah
Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/SKHUN
PENERANL, «=-=msmmmmmemeeememaanaas =

15. Bahwa tidak diketahui darimana asalnya Terlapor |

(satu) memperoleh blanghko ljazah Pengganti (bukti
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T1-2), sebab seluruh sisa blangko ljazah SMP telah
dimusnahkan setelah 6 {enam) bulan terhitung sejak
jadwal pengisian ljazah. Hal ini sebagaimana tertuang
dalam Petunjuk Teknis Pengisian Blangko [jazah
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada
Peraturan Kepala Badan  Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Pendidikan dan
Hebudayaan Republik Indonesia Nomor
016/H/EP/2018 tentang Bentuk, Spesifikasi, dan
Pengisian Blangko ljazah pada Satuan Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran
2017/208, yang berbunyi : T
*Sisa blangko [jazah 8D, SMF, Paket A, Pakel B, dan
Paket C yang terdapat di Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dapat dimusnahkan setelah 6 fenam|
bulan terhitung sejak jadwal pengisian [jazah dengan
disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan
oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota afau
pejabat yang mewakill,” dan «--ceeememm e
“Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam
ljazah setelah sisa blangko [azah dimusnahkan,
maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat
keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang
bersangkulan”
16. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di
atas, maka terhadap kesalahan penulisan [jazah
adalah bukan dengan penggantian blangko ljazah
SMP (bukti T1-2) melainkan dengan penerbitan Surat
Keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal
ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binamu; ——
17. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 29 tahun 2014
tentang Pengesahan Fotokopl Ijazah/S8TTB, dan
Surat Keterangan Penggant! Ijazah/S8TTB Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Keterangan
Kesalahan Penulisan ljazah berfungsi sebagai
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18. Bahwa jikn mengncu pada keseluruhan peraturan
perundang-undangan tersebut di atas, maka kuat
dugnan jika Ijpzah SMP (bukti T1-2) merupakan
ljazah Palsu; —=--=m—rereeermmemm e e e e e eas

19. Bahwa terdapal perbedann informasi tempat/tanggal
lahir Terlapor 1 (satu) dalam ljazah SMP (bukti T1-2)
dengan vang terdapat pada Dokumen Elektronik
Aplikasl Pendataan Ujlan Naslonal (bukti P-8) dan
SKHU SMP (bukti P-2); —=--==cree-mreeccmeece e

20. Bahwa Saksi H. Baso Lallo dalam keterangannya di
depan persidangan menyampaikan vang pada
pokoknya bahwa: - — --

a. Saksi berdinas di SMP Negeri 1 Binamu; ------=-=--
b. Saksi menjabat Wakil Kepala Seckolah Bidang

€. Atas permintaan Pelapor, Saksi memberikan bulkti
P-1 dan bukti P-2 kepada Pelapor yang diambil

dari Argip SMP Negeri 1 Binamu; -=-====ssas-a-me- --

21. Bahwa untuk membuktikan Kastina Selviana Saipul
adalah adik Terlapor, Terlapor I (satu) mengajukan
bukti ljazah SD atas nama Kastina Selviana S (bukti

T.1-6) dan Fotokopi Kartu Keluarga perubahan
(Bukti T1-4); - e ———

22, Bahwa terdapat beberapa kejanggalan pada ljazah SD
(ke T 1-65), YRt ~—mcioiimmmiaii il
a. Tidak ada Nomor Seri ljazah: - e e
b. Kesalahan penulisan tempat diterbitkannya
ljazah; --- m-ae iy
c. Kesalahan penulisan NIP Kepala Sekolah; ~===eeeaae
d. Tidak terdapat Nomor Peserta pada ljazah SD: -
¢. Terdapat perbedaan Nama yang tercantum dalam
ljazah dengan nama yang terdapat pada KK
perubahan; mmu
23. Bahwa kejanggalan lainnya adalah, Kastina Selviana
Saipul tamat lebih awal dari Terlapor | (satu); --==-----
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24, Bahwa untuk membantah dalil Pelspor, Terlapor |
(satu] mengajukan Fotokopi KK Perubahan (bukti Ti-
4]: — = N——

25.Bahwa terdapat kejanggalan pada KK perubahan
L

a. Terdapat perbedaan nama Terlapor | (satu) pada
KK (bukti T1-4) dengan nama Terlapor vang ada

pada KTFP elektronik Terlapor I {satu) (bukti T1-5):

b. Terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran
Kastina Selviana Saipul. Bahwa jika mengacu
pada Kode penulisan NIK, maka tahun kelahiran
Kastina Selviana Saipul adalah tanggal 11 bulan
Desember tahun 1994; —emmman . —

26. Bahwa untuk menguatkan dalil Pelapor, Pelapor
mengajukan bukti ljazah SMA (bukti P-13) atas nama

Syahrul Ramadhan, teman seangkatan Terlapor |

{satu) di SMA Negeri 1 Binamu; ---- i

27.Bahwa fterdapat perbedaan tulisan tangan dalam

pengisian blangko ljazah antara ljazeh SMA (P-13)

dengan ljazah SMA (T1-3);

28. Bahwa terdapat perbedaan Nama peserta didik pada
ljazah SMA (bukti T1-3) dengan nama Peserta Didik
yang ada pada Sertifikat Hasil Ujian Nasional SMA

milik Terlapor | [satu); ==s=s===sasmn=s - 5
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* Hesimpulan terlapor;------scscsnsmmsmmmmmsninnsasasnuns
Bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan dalam
perkara dugaan pelanggaran agquo sebagai berikut;-

1) Bahwa laporan Perlapor terkait adanya dugaan
pelanggaran administratif pemilu yang diduga
dilakukan oleh saudara Terlapor [ (satu) sudah
dibantah oleh saudara Terlapor I (satu) melalui
Jawaban tertulis yang dibacakan pada sidang
ke II, Jumat tanggel 17 mei 2019 atau setidak
tidaknya jum'at malam tanggal 17 Mei 2019
bertempat di Ruang Sidang Kantor Bawaslu
Kabupaten Jeneponto; ---- - -—--

4] Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh saudari
pelapor sama sekali tidak benar karma hanya
berupa Foto Copy dan beberapa lembar hasil
scand yang diragukan kebenarannya; -=------——-

3] Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh saudari
pelapor sama sekali tidak ada yang mendukung
dalil-dalil pelapor seperti objek pelanggaran
yang dilaporkan pelapor bahwa saudara
terlapor 1 (satu)] yang diduga melakukan
pelanggaraan  administratif pemilu  baik
keterangan saksi I, saksi Il maupun keterangan
saksi 111;

4) Bahwa adapun nama-nama saksi yang
dimasukkan didalam laporan pelapor secara
tertulis yang disampaikan kepada Badan
Pengawas Pemilu Kabupaten Jeneponto hanya
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salu  orang yang bisa hadir dihadapan
persidangan dengan Alasan saksi yang lainnya,
bukti kurang lengkap untuk mengungkap
dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan
oleh Terlapor I; ------ “ae
3) Bahwa dari semua keteragan Lembaga terkait,
Keterangan Kepala Sekolah SMA Negerd 1
Binamu/Jeneponto, dan Keterangan Kepala
Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto sama
sckali tidak ada yang menguatkan dalil-Dalil
Pelapor atau menguatkan Laporan Pelapor
melainkan membenarkan saudara terlapor |
dengan Bukti-bukti otentik yang dimiliki
saudara terlapor [; - -

6) Bahwa saudara terlapor | sama sekali tidak
melakukan pelanggaran administratif pemilu
apalagi melakukan tindak pidana pemilu
seperti yang tertuang di dalam Undang-undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
scbagaimana termuat didalam Pasal 240 ayat
(1) yaitu minimal 21 Tahun Umur SCOTANE
Bakal Calon Legislatif; —-—-—-—=meeeae oo -

7) Bahwa benar, saudara Terlapor | pada saat
ditetapkan sebagai Calon legislatif DPRD
Kabupaten Jeneponto oleh KPU Kabupaten
Jeneponto  sudah  berumur 22 tahun
dibuktikan dengan identitas, KTP, IJAZAH dan
dokumen-dokumen lainnya yang di
persyaratkan; e o i

8] Bahwa kelengkapan Administratif bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dibuktikan dengan :@: Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia
WHI, WJAZAH terakhir dan dokumen-dokumen
lainnya yg berkaitan dengan persyaratan bakal
calon sudah diserahkan oleh saudara terlapor 1
dan sama sekali tidak menyimpang dari yang
sebenarnya; -— i e =
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9) Bahwa persyaratan pendafltaran Bakal calon
Legislatif DPRD Kabupaten Jeneponto yang
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jeneponto
dimana saudara terlapor | scbagai pesertn
pendaftar bakal calon Legislatil tersebut sudah
memenuhi persyaratan yang diminta oleh KPU

Kabupaten Jeneponto; --—-——-escosmsosaccaans

10) Bahwa scbelum ditetapkan sebagai Calon
legislatif Kabupaten Jeneponto, ada beberapa
tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Jeneponto termasuk tanggapan Masyarnkat
yang diberi rentan waktu kurang lebih 15 had
guna menunggu sanggahan darl masyarnkat
terkait Bakal calon; ssssssscsscsmm s ssssnas

11) Dari semua bukti-bukti yang diperlihatkan
dihadapan persidangan Majelis Pemerikasa
oleh saudara terlapor | sama sekali tidak ndn
rekayasa yang dikuatkan dan dibuktikan oleh
lembaga terkait seperti sekolah tempat saudara
terlapar | menimbah ilmu, baik SMP Negeri 1
Binamu maupun SMA Negeri |
Binamu/Jeneponto; ----==smecrrrmssscc s rmnaeae

12) Bahwa dari tahapan persidangan yang kami
lalui sampailah agendn sidang hari ini yaitu
pembacaan kesimpulan, terlapor [
menyimpulkan bahwa, dad semua alat bulkti
yang diajukan, keterangan saksi, keterangan
lembaga terkait, bukti-bukti pendukung, dan
Berkas yang distorkan saudara terlapor |
kepada KPU Kabupaten Jeneponto guna
kepentingan Pendaftaran Bakal calon Legialatil
pada pemilu 2019, benar adanya tanpa ada
rckayasa, apalagi melakukan perbuatan
melawan hukum; -- e -
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B) PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIHBA:
a) Fakta-fakta yang terunglkap di dalam sidang
pemeriksaan : - -—— e e
1. Bahwa benar Khaidir Adi Saputra Saipul |
terlapor 1) adalah alumni SD Negeri No. 27
Bungeng Kec. Batang Tahun 2010, Alumni SMP
Negeri 1 Binamu tahun 2013, dan Alumni SMA

Negeri 1 Binamu tahun 2016;

9. Bahwa benar Khaidir Adi Saputra Saipul
(Terlapor 1) pada tahun 2018 pernah
melakukan perbaikan ijazah SMP Negenn 1
Binamu untuk disesuaikan dengan [jazah SD
dan ljazah SMA, namun Yyang dilakukan
perbaikan hanya tempat lahir yaitu dari
Jeneponto dirubah menjadi Bungeng, Terlapor
1 tidak melakukan perubahan tanggal, bulan,
dan tahun lahir pada ijazah SMP milik terlapor
T g oie 1 —————PE PR ERR

3. Bahwa dolkumen berupa Surat Keterangan
Hasil Ujian (SKHU)} Sekolah Menengah Pertama
yang diajukan oleh Pelapor (bukti P-2} benar
merupakan milik Terlapor I, namun dolumen
tersebut hanya bersifat sementara sampai
dengan diterbitkannya dokumen Asli, dan
menurut Keterangan saksi pelapor dan lembaga
terkait ketika dokumen asli/SKHU aslinya
sudah  terbit, maks dengan sendirinya
dokumen yang bersifat sementara tersebut
dinyatakan tidak lagi berlaku baik sebelum
atau setelah adanya perubahan/perbaikan
dolumen SKHU SMP milik terapor 1; -----en-eex

4. Bahwa dokumen Surat Keterangan Hasil Ujian
Nagional SMP milik terlapor 1 (Khaidir Adi
Saputra Saipul) sudah terbit sejak tanggal 1
Juni 2013, maka baik sebelum atau setelah
perubahan, dokumen inilah yang berlaku/sah;

5. Bahwa benar dokumen ijazah SD, Iljazah
SMP/SKHU, dan ljazah SMA/SKHU serta
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identitas kependudukan lainnya milik terlapor
1 {Khaidir Adi Saputra Saipul) adalah sah/ash
dan diakuinya kebenarannya olch lembaga
yang berwenang menerbitkan; «=-===-=-—sssmsss
6. Bahwa adapun dokumen syarat pencalonan
dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten
yang dinjukan oleh Khaidir Adi Saputra Saipul
(Terlapor 1) melalui DPD Partai Golkar pada
saat menyerahkan dokumen pendaftaran bakal
calon di KPU Jeneponto meliputi : formulir
BB.1, formulir BB.2, KTP Elektronik, foto kopi
ljazah/STTB Sekolah Menengah
Atas/sertifikat pang dilegalisasi oleh
instansi yang berwenang, surat keterangan
sehat jasmani, surat kesehatan sehat rohani,
surat keterangan bebas penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktf, surat
keterangan terdaftar sebagai pemilih vang
ditandatangani oleh PPS, foto kopi Kartu Tanda
Anggota Partai politik, surat keterangan catatan
kepolisian (SKCK), Surat keterangan tidak

pernah sebagai terpidana; -
7. Bahwa Khaidir Adi Saputra Saipul (Terlapor I)
adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah
Pemilihan Jeneponto V Nomor urut 6 (enam)
yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah
(DPFD) Partai Golkar sebagaimana tercantum
dalam Daltar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD

Kabupaten Jeneponto pada Pemilu tahun
2019;=nnmnennnanaes P e

8. Bahwa terlapor 2 (Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto] sebelum menetapkan
nama-nama bakal calon anggota DPRD
Kabupaten dalam Daftar Calon Sementara
(DCS) atau DCT, telah  melakukan
verifikasi/penelitian kelengkapan dan
keabsahan dokumen pencalonan dan syarat
calon yang disjukan oleh DPD Partai Golkar

36
Scanned by CamScanner



Kabupaten Jeneponto dan tidak menemukan
adnnya bakal calon anggota DPRD Kabupaten
yang melanggar ketentuan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu
berusia dibawah 21 tahun;-—- - .
9, Bahwa terlapor 2 (Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten  Jeneponto) terlebih  dahulu
melakukan pengumuman nama-nama bakal
calon Yang memenuhi persyaratan
adminisitratif selama 10 hari  untuk
mendapatkan masukan atau  tanggapan
masyarakat terhadap nama-nama bakal calon
anggota DPRD Kabupaten yang memenuhi
syarat administratif tersebut;-—-----—c-m-eomemeeme- -
10. Bahwa dari pengumuman nama-nama bakal
calon yang memenuhi persyaratan administratif
dalam Daftar Calon Sementara (DCE) yang
dilakukan oleh terlapor 2 tersebut, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tidak
permah  menerima  tanggapan atau  aduan
terhadap daftar nama-nama bakal calon
anggota DPRD Kabupaten yang diajukan oleh
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar
Kabupaten Jeneponto; ——————==reemmmmescssaan o
11. Bahwa terthadap nama-nama bakal calon
anggota DPRD Kabupaten yang diajukan oleh
Partai Galkar Kabupaten Jeneponto
berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi
dokumen pencalonan dan pengumuman
tanggapan masyarakat tidak ditemukan adanya
bakal calon dari partai Golkar yang tidak
memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat
calon yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan,; —niamaa
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b) Penilalan dan pendapat dari Majells Pemeriksa.

1. Menimbang bahwa pelapor (Sacnab, S.Hi) pada
pokoknya mempersoalkan adanya calon
anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas
nama Khaidir Adi Saputra Saipul ([Terlapor 1)
yang diduga belum berusia 21 (dua puluh satu)
tahun, Yang bersangkutan diduga
menyerahkan dokumen persyaratan
pencalonan dan syarat calon yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ditetapkan dalam Daftar Calon
Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupeten Daerah
Pemilihan Jeneponto 5 (lima) oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto pada
tanggal 20 Septemeber 2018; —

2. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 460 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang  Pemilihan Umum berbunyi:
‘pelanggaran  administratil pemilu  meliputi
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu®; -- s e

3. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 461 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum berbunyi : "Bawash,
Bawasl: Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus
pelanggaran adminsitratif pemil®;-—--=m--mm--me-

4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat
(1) Undang-undang MNemor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, berbunyi : “Bakal
calon anggota DFR, DPRD provinsi, dan DFRD
kabupaten/kota  adalah Warga  Negara
Indonesia dan harus memenuhi persyaratan”; --
a) telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun

atau lebih; semeeeeee
b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ----
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¢) bertempat tinggal di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; ===------sm-m=mm-
d) dapat berbicarn, membaca, dan/atau
menulis dalam bahasa Indonesia; --<cccommem=-
¢} berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah atas, madrasah aliyah, sekolah
menengah  kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -
fl] setia kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Bhinneka Tunggal Ika; -------===sseammr==- -
g tidak pernah dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kebuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali
secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada public bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana; === - i
h) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika; ----—--=-=s==emmmev
i) terdaltar sebagai pemilih;
jl bersedia bekerja penuh waktu;
k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah,
wakil kepala daerah, aparatur sipil negara,
anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milik negara
dan/atau badan usaha milik daerah, atau

badan lain yang anggarannya bersumber

dari keuangan negara, yang dinyatakan
dengan surat pengunduran diri yang tidak
dapat ditarik kembali; -—-----—--—meemee-
) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai
akuntan publik, advokat, notaris, pejabat
pembuat akta tanah, atau tidak melakukan
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pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara sertn
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflik  kepentingan  dengan  tugas,
wewenang, dan hak schagai anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan; «---—---esmeeemeemm—a————
m| bersedia untuk tidak merangkap jabatan
scbagai pejabat negara lainnya, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha
milik dacrah serta badan Lain yang
anggarannya bersumber dar keuangan

negara; -- e -
n| menjadi anggota Partal Politk Peserta
Pemilu; LT T
o) dicalonkan hanya di 1 (sam) lembaga
perwakilan; dan i e

Pl dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah
pemilihan; -eeee——aae - . ———
TUR. 2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat

{2} Undang-undang Nomar 7 Tehun 2017
tentang

Pemilihan  Umum, berbunyi
Kelengkapan administratif bakal ealon anggota
DPR, DFRD provinsi, dan DPRD
kabupaten /kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan: o oo

a. kartu  tanda penduduk Warga Negara
Indonesia; -

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa
fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar,
alau surat keterangan lain yang dilegalisasi
oleh satuan pendidikan atau program
pendidikan menengah:

€. surat pernyataan bermeterai bagi calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupatenkota yang tidak pernah dipidana
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dengan ancaman pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih atau surat keterangan dari
lembaga pemasyarakatan bagi calon yang
pernah dijatuhi pidans; -=se-eeeeasasmaa. -
d. surat keterangan schat jasmani dan rohani
dan surat  |keterangan bebas dar
penyalahgunaan narkotika;
e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai
pemilih;
. sural pernvataan tentang kesediaan untuk
bekerja penuh waktu yang ditandatangani di
atas kertas bermeteral cukup; ——-—----eu- -
g sural pernyataan kesediaan untuk tidak
berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,
notaris, pejabat pembuat akta tanah,
dan/atau tidak melakukan pekerjaan
penyedia  barang dan  jasa  yang

berhubungan dengan keuangan negara serta
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflic  kepentingan  dengan  ftugas,
wewenang, dan hak schagai anggota DFR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
yang ditandatangani di atas kertas
=F bermeterad culoup; —=-==seee---
h. surat pengunduran diri yang tidak dapat

ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil

kepala daerah, aparatur sipil negara,

anggota Tentara MNasional Indonesia, atau

anggota  Kepolisian  MNegara  Republik

Indonesia, direksi, komisaris, dewan

pengawas dan karyewan pada badan, usaha

milik negara dan/atau badan usaha milik

daerah serta pengurus pada badan lain yang

anggarannya bersumber dan keuangan

negara; - B T

i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta

Pemilu; - _‘ o
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j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk
hanya dicalonkan oleh I (satu) partai politik
untuk 1 ([satu] lembaga perwakilan YEng
ditandatangani di atas kertas bermeterai
cukup; dan ——--- b

k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya
dicalonkan padae [ (satu) daerah pemilihan
yang ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup, - -

b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 248 Ayat

(3] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum berbunyi : *KPU

Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap

kelengkapan  dan  kebenaran  dokumen

persyaraian administrasi bakal calon anggota

DFRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap

terpenuhinya fumlah bakal calon paling sedikit

30% (Hga puluh  persen) keterwakilan

mmmnl; ------------- mmaa —_—

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum mengatur bahwa :

e e

1) Bakal calon yang lulus verifikasi disusun

RS .

8. KPU untuk daftar calon sementara
anggota DPR;
b. KPU Provinsi wuntuk daftar calen
fsementara anggota DPRD provinsi; dan --
¢. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon
sementara anggota DPRD
kabupaten/kota; --- R
2) Daftar calon sementara sebagaimana
ditandatangani cleh ketua dan anggota KPU,
KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; —--
d) Daftar calon sementarg disusun
berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas
foto din terbary; wemmmn e m—————
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4] Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1
(satu) media massa cetak harian dan media
massa clektronik nasional dan 1 (satu)
media massa cetak harian dan media massa
elektronik daerah serta sarana
pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari;

5] Masukan dan tanggapan dari masyarakat
disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10
[sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon
sementara diumumkan KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota mengumumbkan
persentase keterwakilan perempuan dalam
daftar calon sementara partai  politik
masing-masing pada media massa cetak
harian nasional dan media massa elekironik
NASioNal, ====ss-

8. Menimbang bahwa terlapor 1 (Khaidir Adi

Saputra  Saipul] mendaftarkan dif  sebagai

bakal calon anggota DPRD  Kabupaten

Jeneponto melalui DPD  Partai Golkar

Kabupaten Jenepontc Daerah Pemilihan

Jeneponto V' dengan menyerahkan dolkumen

meliputi @ formulir BB.1, formulir BB.2, KTP

Elektronik, foto kopi ljazah/STTB Sekolah

Menengah Atas/sertifikat yang dilegalisasi oleh

instansi yang berwenang, surat keterangan

sehat jasmani, surat kesehatan sehat rohani,
surat keterangan bebas penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktf, surat
keterangan terdaftar sebagai pemilih yang
ditandatangani oleh PPS, foto kopi Kartu Tanda

Anggota Partai politik, surat keterangan catatan

kepolisian (SKCK), dan Surat ketcrangan tidak
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permah sebagai terpidana, telah sesuai dengan
prosedur dan tata cara yang dtegaskan dalam
UU Pemilu dan Peraturan KPU tentang
Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten pada
pemilu tahun 2019;--—-- —
9., Menimbang bahwa terlapor 2 (Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jeneponto) telah melakukan
penelitian dan verifikasi dokumen terhadap
bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang
diajukan oleh Partai Golkar yaitu Terlapor 1
(Khaidir Adi Saputra Saipul), sebelum
ditetapkan dalam Daltar Calon Sementara dan
Daftar Calon Tetap (DCT), dan berdasarkan
hasil peneliian dan verifikasi administrasi
berkas dokumen pendaftaran Calon Anggota
DPFED Eabupaten Jeneponto serta
pengumuman masukan dan  tanggapan
masyarakat yang dilalukan oleh Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten Jeneponto
(terlapor 2] tidak ditemukan adanya bakal
calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto
vang diajukan oleh Partai Golkar tdak
memenuhi syarat atau menggunakan dokumen
palsu termasuk bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Jeneponto atas nama Kheidir Adi
Saputra [terlapar I);
10. Menimbang bahwa dar seluruh  dolumen
persyaratan pencalonan dan syarat calon yang
diajukan oleh Terlapor 1 (Khaidir Adi Saputra
Saipul] sebagai bakal calon anggota DPRD
Kabupaten dari Partai Golkar pada saat
didaftar di KPU Kabupaten Jeneponto (T.2.4),
dan bukti-bukti vang diajukan oleh Terlapor 1
pada sidang pemeriksaan (T.1.1 sd T.1.18)
dapat diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya
sehingga dapat diterima sebagai alat bukt yang
sah menurut hukum dan alat bukti tersebut
telah dilkuatkan oleh keterangan saksi dan
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lembaga terkait serta alat buktinya saling
bersesuaian satu sama lainnya terkait identitas
tempal, langgal, bulan dan tahun lahir yaitu 24
Scptember 1995, schingga dengan demikian
terlapor 1 (Khaidir Adi Saputra Saipul) sudah
memenuhi syarat bakal calon anggota DPRD
Kabupaten yaitu telah berumur 21 (dua puluh
satu) tahun atau lebih; - ——ue s
11. Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan
oleh  pelapor (P-1  sd P-14) patut
dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah,
oleh karena alat bukti tersebut diragukan
keaslinya, hal ini sejalan dengan kaidah
hukum “surat bukti fote kopi yang tidak dapat
diajukan aslinya atau tidak permah ada surat
aslinya harus dikesampingkan sebagai surat
bukti™; - - —=re ———

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto terhadap
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas,
mengambil kesimpulan sebagai berikut:-«mc-ceee.. -
1. Bahwa tidak ditemukan adanya pemalsuan

uk dokumen atau pPenggunaan dokumen palsu

atau  bakal calon yang tidak memenuhi
persyaratan pencalonan atay syarat calon
terhadap terlapor 1 (Khadir Adi Saputra Saipul)
calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai
Golkar pada pemilu tahun 2019, c—ceeeeeee_____
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jeneponto (Terlapor 2) dalam melakukan
penctapan  Daftar Calon Tetap (DCT) anggota
DFRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019,
terhadap bakal calon yang diajukan oleh DPD
Partai Golkar atas nama Khaidir Adi Saputra
Saipul STerlapor 1) telah sesuai dengan tata
cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur
dalam  ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-———--------——-----emm- A
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
LT AT e i i i s I .

2, Pernturan Bodan Pengaowas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2018 Tentang  Penyclesaian  Pelanggaran
Administratil Pemilu, seeemme e o

MENGADILI

Menyntokan — Laporan  Register  Nomor:  001/LP/PL/ADM/
KAB/27.08/V/2019 atns dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh
Terlapor Khaidir Adi Saputra Snipul don Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, —-—----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa
dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jeneponto oleh 1) Saiful,
SH., scbagai Ketua Majelis Pemeriksa 2] Hamka, S.Pdi., sebagai
Anggota Muojelis Pemeriksa, 3) Sampara Halik, S.Pdi., M.Ag., sebagai
Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing schagai Anggota Bawaslu
Kabupaten Jeneponto dan diucapkan dihadapan para pihak serta
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019,

Hetus dan anggota Majells Pemeriksa

Bawasln Kabupaten Jeneponto
Ketua
ttd
(SBAIFUL, 8H.)
Anggota Anggota
ttd ttd
(HAMEA, B8.Pdl.) (BAMPARA HALIK, 8.Pdl. M.Ag.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

i ] r|:|1'

|.fa'l‘1" ealt 1E 'H',FEEIFFPP.,HJL '

46
Scanned by CamScanner



